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Abstrak
Hubungan kerja dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha sesuai kebutuhan
pengusaha dan kebutuhan pekerja. Pekerja bekerja untuk mendapatkan upah dari pengusaha, dan pengusaha
memberikan upah atas dasar hasil kerja dari pekerja. Dalam pemenuhan hubungan kerja terdapat kesepakatan
antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama. Yang mana atas kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun
pengusaha. Apabila terdapat pelanggaran atas kesepakatan tersebut maka akan ada sanksi yang telah diatur dalam
kesepakatan tersebut. Adapun salah satu sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja apabila terjadi tindak
pidana yang dilakukan pekerja. Hal tersebut diatur oleh negara melalui regulasi yang diterbitkan yang mana
apabila pekerja melakukan tindak pidana maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahui
tindak pidana yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja maka perlu dilakukan pembuktian apakah
tindakan pekerja tersebut termasuk tindak pidana ataupun tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh
pekerja.
Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pembuktian, Tindak Pidana

Abstract

Work relations can occur if there is an agreement between workers and employers according to the needs of employers and the needs of
workers. Workers work to get wages from employers, and employers provide wages on the basis of the work of the worker. In fulfilling
the employment relationship there is an agreement between the worker and the employer as outlined in the work agreement, company
regulations, or collective labor agreement. Which of these agreements gives rise to rights and obligations for both workers and employers.
If there is a violation of the agreement, there will be sanctions that have been set in the agreement. One of the sanctions is termination
of employment if a crime is committed by a worker. This is regulated by the state through published regulations which if a worker
commits a criminal offense then termination of employment can be carried out. In order to find out criminal offenses that can be
terminated, it is necessary to prove whether the actions of the workers, including criminal acts or criminal acts, are actually carried out
by the workers.
Keywords: Termination of Employment, Proof, Criminal Acts.

I. PENDAHULUAN
Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dapat terjadi apabila terjadi
kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Atas dasar tersebut maka para pihak harus
menunaikan kewajiban masing-masing untuk mendapatkan hak-hak yang akan diterimanya.
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan
kesejateraan umum, Hal ini tampak dalam rumusan konsiderans menimbang huruf d
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: “Perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan.”
Setelah adanya hubungan kerja, maka terdapat aturan yang dibuat dan disepakati oleh
pekerja dan pengusaha yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Didalam
kesepakatan tersebut termuat berbagai klausul hak kewajiban pekerja dan pengusaha serta
hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya
hubungan kerja. Salah satu penyebab yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan
kerja kepada karyawan sesuai undan-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
adalah tindak pidana. Sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh Pekerja sejatinya merupakan bentuk perlindungan oleh undang-undang
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ketenagakerjaan di Indonesia untuk melindungi pekerja lain ataupun perusahaan agar tercipta
hubungan kerja dan lingkungan pekerjaan di tempat kerja yang kondusif sehingga hak dan
kewajiban pekerja dan perusahaan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik.
Implementasi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerja
yang melakukan tindak pidana menuai kontroversi yang mana pada undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur mengenai pelanggaran berat yang mana perusahaan
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat
berupa tindak pidana. Akan tetapi setelah dilakukan uji materiil terhadap pasal tersebut
akhirnya pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan
mahkamah konstitusi pada tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 12/PUU-I/2003 yang dalam
salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158
adalah perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP.
I. PEMBAHASAN
1. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi
pekerja/buruh yang juga menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Oleh sebab itu,
istilah pemutusan hubungan kerja bisa menjadi momok bagi setiap pekerja/buruh karena
mereka dan keluarganya terancam kelangsungan hidupnya dan merasakan derita akibat dari
pemutusan bubungan kerja itu. Mengingat fakta di lapangan bahwa mencari pekerjaan tidaklah
mudah seperti yang dibayangkan. Semakin ketatnya persaingan, angkatan kerja terus
bertambah dan kondisi dunia usaha yang selalu fluktuatif, sangatlah wajar jika pekerja/buruh
selalu khawatir dengan ancaman pemutusan hubungan kerja tersebut.1 Selanjutnya teori-teori
yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembuktian Pidana adalah
sebagai berikut:
Dalam literatur Hukum Ketenagakerjaan, dikenal ada beberapa jenis pemutusan
hubungan kerja yakni :2
1. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha.
2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh.
3. Hubungan kerja putus demi hukum.
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan.
Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan yang harus diusahakan agar tidak
terjadi, namun dalam hal pekerja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan berupa
kesalahan berat, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja
tersebut. Adapun bentuk-bentuk kesalahan berat dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni
apabila pekerja telah melakukan kesalahan berat dalam pekerjaannya meliputi :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja;

1

Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2014, hal.

2

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2012, h. 198.

175.
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f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang
milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan
bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali
untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.”
Mengingat bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pekerja melakukan
kesalahan berat sebagaimana dalam butir 3 (tiga) perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan
berat ( eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/ buruh tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003.
Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia tersebut, maka pengusaha tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat tanpa ada Putusan Hakim pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, disamping pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja akibat kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha juga dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap perkerja dalam hal sebagai berikut :
a. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam hal terjadi
perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163;
b. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam hal perusahaan
tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau keadaan
memaksa (force majeur), ataupun karena perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 164;
c. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan
mengalami pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165;
d. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena memasuki usia
pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167;
e. Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mangkir selama 5
(lima) hari kerja atau lebih secara berturutturut tanpa memberikan keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis, sehingga dapat diputus hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168.
2. Tentang Pembuktian Pidana
Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi
(memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan,
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menyaksikan, dan meyakinkan. 3 Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam
membuktikan kesalahan yang didakwakan.4
Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua
umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut,
pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada
putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang
bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar
tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan
pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan
perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum
pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih
rasional atau komplit/rumit.5
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan
sidang pengadilan. Munir Fuady memberikan batasan hukum pembuktian yaitu suatu proses,
baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk
mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang
dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam
proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.6
Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna
yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan
mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum,
semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan
undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai
pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya
benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim,
harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian
yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan
kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji
dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti
yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak
bersalah akan mendapat hukuman. Kedua, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah
ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184
KUHAP.7
Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang
berhubungan dengan kepentingannya.8 Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka
pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan,

Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, CV. Akademika Pressindo, Jakarta : 2005, hal 47.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2012,hal. 273.
5 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012,hal.
9.
6 Ibid
7 R. Soepomo, Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta: 2002, hal. 13.
8 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, Sumur, Bandung: 1980, hal. 13-14.
3
4
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merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidanadan tidak dapat dipisahkan
antara satu sama lainnya.9
Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan
sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan
pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden); kedua, alat-alat bukti yang
dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan
pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan
alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering); keempat, kekuatan pembuktian
dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan
(bewijskracht); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk
membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast); dan keenam, bukti
minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim
(bewijsminimum).10
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak
perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut notoire feiten
(Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu
pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut
memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan
atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan
kesimpulan demikian.11
Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara
negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa,
yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara
dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.12
Menurut Alfitra, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat
bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana
alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk
keyakinannya di depan sidang pengadilan.13 Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi
terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktian, cara bagaimana
alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta
standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya
sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sedangkan menurut Adhami Chazawi, sistem pembuktian
merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan
pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak
terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.14 Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat
beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:
1. Conviction in Time

Sistem pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa,
semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hal. 245.
Bambang, Poernomo, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta: 2004, hal. 39
11 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, 2007,
Bandung: hal. 199
12 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 279
13 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, ,
Jakarta: 2011, hal. 28
14 Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung: 2008, hal. 24.
9
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menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan
menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh
diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang
pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung
menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem
pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada
seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang
cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya
terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan
terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem
pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit
diawasi. Sistem pembuktian conviction in time banyak digunakan oleh negara-negara yang
menggunakan sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika
Serikat.15
2. Conviction Raisonee

Sistem conviction raisonee pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting
dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan
hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim
leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction raisonee, keyakinan hakim harus didukung
dengan “alasan - alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap
seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan
alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan
alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut
alasanalasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel). Sistem ini

berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan
undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata
digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan
pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa
mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan
terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip
penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang,
semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan
undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana
jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele
bewijstheorie).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke stelsel).
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian
menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif

15 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju,
2003, hal. 15.
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dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara
kedua unsur tersebut.16
Berdasarkan alat bukti yang sah, hakim memutus suatu perkara dengan menggunakan
setidaknya dua alat bukti, dengan alat bukti itu memberi keyakinan bagi hakim bahwa
terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan seperti yang didakwakan penuntut
umum. Adanya keyakinan hakim selain alat bukti yang sah, menunjukkan bahwa sistem
pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif atau negatief wettelijk stelsel.
Ada tiga bentuk sistem atau stelsel pembuktian dalam hukum acara pidana yang ditetapkan
berbagai negara, yaitu:
a. Positief wettelijk stelsel, yaitu stelsel atau sistem yang menganut paham bahwa terbukti atau
tidaknya seorang terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, hanya didasarkan
pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak diperlukan ada atau tidaknya
keyakinan hakim.
b. Negatief wettelijk stelsel, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa tercukupinya
alat bukti yang sah menurut undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan
hakim. Jadi, dalam hal ini alat bukti yang sah harus dapat menumbuhkan keyakinan hakim
dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, untuk menumbuhkan keyakinan hakim,
hakim terikat kepada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang (dalam hal
ini sesuai dengan ketentuan KUHAP, hakim terbatas hanya menggunakan alat bukti yang
ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP). Dengan demikian dalam stelsel negatif, alat bukti
yang sah berbarengan dengan adanya keyakinan hakim untuk menyatakan kesalahan
terdakwa atau dengan kata lain untuk menumbuhkan keyakinan hakim. Hakim hanya dapat
menggunakan alat-alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak dapat
menggunakan alat bukti lain selain ditentukan oleh undang-undang.
c. Vrijstelsel atau stelsel bebas, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa alat bukti
yang sah hanya merupakan sarana untuk memberi keyakinan hakim. Keyakinan hakim
adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa. Untuk menumbuhkan
keyakinan hakim, hakim secara bebas dapat juga menggunakan logika dan pengalaman yang
dimilikinya, jadi hakim tidak terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh
undnagundang (apabila KUHAP menentukan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, surat,
ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka dalam stelsel bebas atau vrijstelsel, hakim
dapat menambah alat bukti lain diluar alat bukti tersebut, misalnya foto-foto-, kliping pres,
dan lain-lain). Stelsel ini akan menjadikan hakim bebas berbuat atau bertindak
semena-mena dengan dalih atau alasan karena keyakinannya dan tentu saja hal ini dapat
mengarah kepada kewenagan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa.17
Putusan pengadilan haruslah dinyatakan terlebih dahulu kesalahan terdakwa sesuai
kebenaran berdasarkan pembuktian atas setiap unsur tindak pidana dari pasal undang-undang
yang didakwakan kepadanya, baru kemudian menyebutkan lamanya hukuman yang harus
dijatuhi terdakwa. Untuk membutikan kesalahan (schuld) terdakwa diperlukan adanya alat bukti
yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
terhadap terdakwa, setidaknya didukung dua alat bukti yang sah tersebut telah terpenuhi atau
telah terbukti. Perintah untuk membuktikan setiap unsur dari pasal undang-undang yang
didakwakan itu dapat diketahui dari pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi:
Waluyadi, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung: Mandar
Maju, 2004, hal. 39
17
R.O. Siahaan, 2008, Hukum Pidana I, Cibubur: RAO Press, hal 244-246
16
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pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.18
Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian
dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal
kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang
tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian
terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaiman
alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar
kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya suatu (objek)
yang dibuktikan.19
Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya het herziene
indoneshch reglement (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara
konsekwen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa: “Tidak seorang pun boleh dikenakan
hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar
telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah
tentang perbuatan itu”
Intinya sistem pembuktian dalam pasal 294 HIR adopsi dengan penyempurnaan
kedalam Pasal 138 KUHP yang rumusannya: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
orang kecuali apabila dan sekurang-kurangnya 2 alalt bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukaknya”
Rumusan pasal 183 KUHP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan
batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk
menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yaitu harus
menggunakan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU.20
Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat setidak-tidaknya dengan (dua) alat
bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini
menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin
kepastian hukum. Walaupun Pasal 294 ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal
2 alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jika dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya
satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa
adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang tidak cukup untuk dijadikan bukti.
Fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.
Dalam sistem menurut UU secara terbatas atau di sebut juga dengan sistem undang-undang
secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183 dapatlah disimpulkan
pokok-pokoknya, ialah:21
1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat
pembuktian dapat menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.
3. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat
pembuktian dapat menjatuhkan pidana.

R.O. Siahaan, Op. Cit., hal 236
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ctk. Ketiga, Sumur Bandung, Bandung,
1985, hal. 110
20 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Ctk. Pertama, Mandar
Maju, Bandung, 2001. hal. 111
21 Ibid
18
19
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Sesungguhnya ada 2 (dua) syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat
menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan
ialah:22
1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Maksud alat bukti
yang sah adalah alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.
Ada tiga macam tingkat kayakinan yang harus didapatkan hakim dari pembuktian dengan
menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut. Hakim yakin tindak pidana benar telah
terwujud, yakin terdakwa melakukannya dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) yang memberikan definisi petunjuk
adalah sebagai berikut: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Sedangkan
pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari
keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan
pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.23
Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang
berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Penempatan alat bukti
terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan
yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan
belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal
189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan
harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak cukup
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.24
Menurut ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut, bahwa keterangan
seluruhnya dari terdakwa di muka Hakim, untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai
keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dalam mana peristiwa pidana diperbuat,
keterangan mana akan semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan mana semua atau
sebagian harus cocok dengan lain-lain bukti. Meskipun tidak disebutkan dalam
undang-undang, bahwa suatu keterangan terdakwa hanya berharga, apabila pengakuan itu,
mengenai hal-hal yang terdakwa mengalami sendiri, seperti halnya dengan kesaksian.25
III. KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, maka pembuktian atas tindak pidana yang
dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja adalah bagaimana unsur-unsur dalam tindak
22 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ctk. Kedua, Pustaka Kartini, Jakarta,
1988, hal. 868
23 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika,2004.
24 C.S.T. Kansil.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Balai Pustaka.1992.
25 Djoko Prakoso. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana. Yogayakarta, Liberty.
1988
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pidana tersebut dapat dibuktikan berdasarkan asas dan ketentuan pembuktian dalam
menentukan tindak pidana itu terjadi dan pelaku yang mana pada perselisihan hubungan
industrial ini adalah pekerja dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memang melakukan
tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja. Selain itu
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 12/PUU-I/2003 yang mana kesalahan
berat yang diatur dalam Pasal 158 adalah perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP
sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja tahun 2005 nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
maka suatu tindak pidana yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja harus telah
memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tindak pidananya.
Selanjutnya terhadap tindak pidana yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
maka tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan industrial. Akan tetapi yang menjadi
perhatian adalah bagaimana pelaksanaan pembuktian oleh pihak yang merasa dirugikan atas
tindak pidana yang dilakukan pekerja tersebut yang mana apabila memang perbuatan tindak
pidana itu memang terjadi akan tetapi tidak dapat membuktikan sesuai dengan ketentuan
pembuktian tindak pidana sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga
atas tindak pidana tersebut pekerja tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan industrial.
Sehingga meninmbulkan kondisi hubungan industrial yang kurang harmonis terhadap pekerja
yang menjadi korban tindak pidana tersebut.
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